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Kebijakan Nasional REDD+ Pasca Paris Agreement

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, 17 Januari 2018. Sebagai bagian dari acara tahunan Festival Iklim (Climate Festival) Tahun 2018 yang berlangsung tanggal 16–17 Januari 2018 di Gedung Manggala Wanabakti-Jakarta, diselenggarakan Dialog Interaktif “REDD+ : REDD+ Under Paris Agreement”. (16/01/2018)

REDD+, singkatan dari Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, merupakan suatu mekanisme global yang bertujuan untuk memperlambat perubahan iklim dengan memberikan kompensasi kepada negara berkembang untuk melindungi hutannya.

Dalam sesi dialog, Nur Masripatin, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, menyatakan bahwa, “Strategi REDD+ di Indonesia bertujuan untuk mengatur sumber daya alam secara berkelanjutan sebagai aset nasional demi kesejahteraan bangsa”. 

Target yang terkait langsung dengan KLHK meliputi dua sektor, kehutanan dan limbah. “Untuk kehutanan dilakukan melalui empat upaya yaitu pengurangan deforestasi, prinsip pengelolaan berkelanjutan (sustainability), rehabilitasi gambut, dan rehabilitasi lahan terdegradasi. Sementara sektor limbah dilakukan melalui  prinsip 3R (reduce, reuse dan recycle), dan pengurangan limbah cair dan domestik sebasar 40%”, jelas Nur Masripatin.  

Dalam konteks nasional, REDD+ Indonesia di bawah KLHK telah mencapai kemajuan dalam beberapa hal baik teknis maupun kebijakan, untuk implementasi penuh REDD+ sebagaimana tertuang dalam Warsaw REDD+ Framework.

Sejumlah perangkat/instrumen/infrastruktur telah dan sedang dibangun Indonesia, yaitu: Forest Reference Emission Level (FREL), Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) serta Sistem Informasi Pelaksanaan Safeguards (SIS) REDD+. Aspek lainnya dari REDD+ yang sedang dalam proses penyiapan adalah aspek pendanaan REDD+ di berbagai tingkatan baik nasional dan sub nasional. 

Paris Agreement yang telah diratifikasi pada tanggal 24 November 2016, pada Pasal 5 secara jelas mengartikulasikan dan mengakui peran hutan dan REDD+ untuk implementasi penuh (full implementation) melalui result-based payment. Seiring dengan gerakan global ini, para pemangku kepentingan global, khususnya mereka yang telah bekerja di bidang REDD+ berharap dapat melakukan implementasi penuh REDD+ dan menaruh harapan besar untuk terus melangkah maju dengan adanya Pasal 5 dari Paris Agreement. 

Para pemangku kepentingan global juga sepakat untuk bekerja keras mengendalikan perubahan iklim. Misalnya, Johan Kieft dari UN Environment Perspective on REDD, yang hadir dalam diskusi tersebut, menyatakan bahwa pada tahun 2030 emisi dunia yang menimbulkan gas rumah kaca akan semakin tinggi. Sehingga diperlukan upaya bersama dalam mengatasi pemanasan global tersebut.

[bookmark: _GoBack]“Untuk mencapai pengurangan suhu tidak melebihi 2 derajat C pada tahun 2100, tidak cukup dilakukan dengan mengurangi emisi saja, tetapi juga dengan menyimpan karbon sebanyak-banyaknya di pohon, kayu, dan tanah, dll”, ucapnya. 

Sebagai bentuk keseriusannya, Indonesia telah menyampaikan komitmen nasional untuk mengurangi emisi sebesar 29% dari Business as Usual dengan upaya sendiri dan sampai 41% dengan bantuan internasional. Target conditional ini, akan dicapai melalui penurunan emisi GRK sektor kehutanan (17,2%), energi (11%), pertanian (0,32%), industri (0,10%), dan limbah (0,38%). Target ini menempatkan sektor kehutanan, terutama REDD+ dengan peran penting akademisi untuk mencapai target tersebut, dari sisi aksi mitigasi perubahan iklim.
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